
BUPATI TAPIN
PROVINSI I{ALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAT{ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
: TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih talrun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam Tahun Angplaran 2015,
maka perlu dilakukan Perubahan Angggarart
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahutn
Anggaran 201,5;

bahwa berdasarkaa pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O75;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarei
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-tJndang Nomor' 8 Tarhun 1965 terttang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah l-aut,.
Daerah Tingkat II Tapin clan Daerah Tingkat Ii
Tabalong (l,embaran Negara l?epublik indonesia
Tahun i965 Nomor 51, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756\;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lgqg tentang
Pen.yelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepritisme (l,emtraran
Negara Republik lndonesia Tahun lqgq Nomor"
75, Tarr,bahan l,embaran Negara }{epublil<
indonesia Nomor 3851);

b.

Mengingat : l.

').

-).
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5.

6.

7

B.

.1

Unclang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republil<

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun '2OO4 tentang
Perbenciaharaan Negara (l-embaran Negara

Repr-rkrlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5'
Tambahan Lemkraran Negara Republil<

Inclonesia Nomor a355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahulr 200rt [cntzlng
Pemerii<saan, Pengelolaan dan'l':rngSlunglawail
Keuangan Negara (Lembarr,r.n l\egara llepublik
Inclone.sia Tatrun 2OO4 Nornor 66, 1'atnbahan
Lembaran Negan'a Republik Indonesia Nclrnor
aajol;

Undang-l.Jnc1ang Nomor 25 Tahun 200'+ tentang
Sistem Perencanaan Pembangllna-n Nasitlnal
(Lembaran Negara Repubtrik Indonesia 'l'ahttn

2OO4 Nomor I04, Tambahan Letnbaran Negara

Republik indonesia Nomclr aa )1);

Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ l'entang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'lahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Itepublik
Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAq tentang
PEak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor SOa9);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OIl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahurt 2014 tenl.ang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

9.
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diubah beberapa kali, teraktrir rlengart

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20I5 t.enteing

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daer:ah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56V9);

Unclang-Un<lang Nomor 27 Tertiurt 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan F3elania Negarut

'lahun Anggaran 2015 (l,embaran Negaril
Republik tnclonesia Tahun 2011 Nomor 25()'

Tambahan Lembaran Negara ltepublik
Indonesia Nclmor 5593), sebagaimana telah
dir-rbah dengan Undang-Unrlang Notrror :]

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas lJnclang-

Undang Nomor 27 Tahun '2014 tenl'{rng
AneBaran Pendapatan dan Ilelania Negara

Tahurn Anggaran 201.5 (l'etnbaran l\r:garir

Republik lnd,orresia Tahttn 20 15 Notntlt- '+'l'
'l'atnbahan Lernbaran Negat'rl Repubiil<

Indonesia Nou<lr 5669) ,

Unclang-Undang Nomot' 30 'tahuri '2O)+ tr:nl'r ng
Administrasi Pemerintahan fLembaratl Negarit

Republik lndonesitr Tahun 2014 Notnot' )92'
1'ambalran l,erntlaran Negartr t?t:publil<

In<lonesizl Nornor 560 1 );

Peraturan Pernerintah Nomor 2+ 'l'ahurr 2(JO+

tentang Keclltdukan Prot,okoler clatl Kr:ttangatt
Pimpinar-r clan --Anggotei Devrart l'eru'akilart
Ral<yat Daerah (l,eml:raran Negara llepublik
inclonesia Tahun 2AO4 Nornor q0' Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndr"rnesia Nomor

441,6), sebagaimana telah diubah beberapa ha'li,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 'lal*ttr '2OO4

tentang Keciudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rallyat Daerah (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47 " Tambahan
l,ernbaran Negara Repubrlik Indonesia Notnor
47 t2\;

15. Peraturan Pemerintah Nornor 2lJ 'i'eihuri 2005

tentang
Umum
Tahun
Negara Republik Indonesia Nomor '+502),
sebagaimana telah diutrah dengau Periituri'irt

1a
I .).
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Pemerintah Nomor 74 Tahr-rn 2Al2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 1'7 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembarart Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tamba.han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 T'ahun 2005
tentang Sistern Informasi Keuangan I)aerah
(l,embaran Negara Republik Indnnesia "fahttn

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negarar

Republik Indonesia Nomor 4575ir, sebagaimanr'i
telah diubah dengan Peraturan Pemt':rintah
Nomor 65 Tahun 20I0 tentang Perubahall atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Slstem inf<lrrnasi Iieuangan I)aerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia 'lahun
2Alo Notnor 110, 'lambahan l"emtraratt Negnra
Republik Inclonesia Nomor 5 155);

i8. Peraturan Pemerinta.h Nomor 5[l 'la]run 2005
tentang Pengelolaan Keuangan I )aerait
(Lembaran Negarei Republik lnclonesiit'l'ahltn
2005 Nomor 140, Tambahan Letnbaran Negarr-i

Itepublik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65, 'l'ahun 2005
tentang Pedoman PenYusunan clan Penerapan
Standar Pelayanan Minima,l (Lembaratt Negelrtt

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomot" l5O,
Tambah:rn L,embaran Negartt t{epur l;lil<

Indonr:sia Nomor a585);

20. Peraturan Pemerintah Nomot" 7tl 'l'ahun 200I)
tentang Pedclman Pembinaan dan Flengawasan
Penyelen€garaan l'emerintahan i)aerah
(Lembaran Negafa Republik Indonesia '['ahuit

2005 Nomor 165, Tambaha"n Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

'2L. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahuli 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instalsi Pemerintah (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2OOb Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara ltepubiik
Indonesia Nomor a6la\;

77.



22. Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahnn 2007
tentang Pengelolaan IJang Nr-'ga.ra7'l )at:rith
(l,embaran Negara Republik Indonesia't'ahltrt
2OO7 Nomor 83,- Tarnhahan Lembaran Ne5lara
Republik Indonesia Nomor 4738);

23" Peraturan Pemerintah Nomor 7l J'ahurr 2010
tentang Standar Akunl.ansi Pemerintahnn
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

2+. Peraturan Pemerintah Nr:mor 30 'l'ahL.rn 2011
tentang Pinjaman DaeraJ"r (Lem,baran Negara
Republik lndonesia Tahun 2A11 Ntlntor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repr-rtrlil<
Indonesia Nomor 52L9\;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 'l'ahun 2072
tentang Fiibah Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2012 Nnnror 5,
Tambt*ran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272\;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Rarang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara I?epublik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambatran
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5533);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 'lahutr '2414
tentang Peraturan Pelaksanaan Utrderng-
Undang Nomor l2 Tahun 20 l 1 tenttrng
Pembentukan Peraturan Perundang-unrlangern;

28. Peraturan Fresiden Nomot" 36 'ftrttun 2015
tentang Itincian Angg;arar.r Fendapntan clan
Belanja Negara Tahun Anggaran 20151

29" Peraturan Menl-eri Dalam Negeri Notnor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Irerngeloaarr
Keuangan Daerah sehagaimana telah diubah
beberapa kzrli, terakhtr dengzln P<:raturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2l 'lahurn 20 1 I

teni-ang Perubahan Kedua a1,as Pr:r-?rtul-i.rn

Menteri Daiarn Negeri Nornclr I3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan I)aerah
(Rerita Negarar Republik indonesizi l'illtttn 2(t I I

Nclrnor 3 10);
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31.
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Peraturan Menteri l)alarn Negeri Nonior 17
Tahun 2OOT tentang Pedomrlrt -l'el<nis

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Meuteri Dalam Negeri Nornor 32
Tahun 20I 1 tentang Fedornan Pernberian t'Iibah
dan FJantuan Sosial yang IJersumlrel- clari
Anggaran Pendapatan dan Belanja [)aerah
(Berita Negara Repuhlik Indonesia 'lahun 20I 1

Nomor 450), sebagairnana telalr diuLiah tiengan
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3i)
Tahun 2012 tentang Peruttahan uttas Pell-tlLlrari
Menteri Dalam Negeri Notnor 32 'l'ahtttr 2O l I

tentang lre doman Pemberiilt-t llibii h tlilt-l
Bantuan Sosierl yang bersumber rlari An#{aran
Pendapatan clan tselanja Daerah (F3eritil Negara
Republik Indorresia-Tahun 2A L2 Nornor 540);

Peraturan Menteri l)alanr Negeri Nonrot' i

Tahun 20l+ tentang Pemtlentultan [-'rulduk
Hukum lLaerah (Rerita lVegara Repttblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2074 tentang Pedomart Fenyusunart
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republil<
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nonror 05
Tahun 2008 tentang Pernbentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2OO8 Nornor 05), sebagaimana t.elah
diubah treberapa kali, terakhir clengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2075 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nonror 05
Tahun 2008 tentang Pembentukal Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kat:upaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten 1'apin
Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nom<>r 01
Tahun '2O12 tentang Pembentukan Organisasi
dan'l'ata Keria Badan Penanggulangan Bencnna
Daerah Kabupaten Tapin (Lemharan l)aeraLh
Kalrupaten Tapin Tahun '2OL2 Nomor 0 1 i,

JZ.

4-
JJ.

34.

35.
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangar Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 02
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisa.si
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kilbttpaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten 'lapirr
Tahun 2013 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaterr Tapin Nomor' 0.i
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satual Polisi Pamong Prajti
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kribupaten
Tapin Tahun 2013 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupnten 'l'tLpin Nomor 0.5

Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Orgnnisasi
dan Tata Kerja Kantor l,ayan2s Pengndaart
Rarang/Jasa Pemerintatr Kabupaten 'l'apin
(l,embaran Daerah Kabupaten'l'r,rpin'['ahttn
2011Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten 1'apin Nomor l')
Tahun 2Ol4 tentang Ang5laran Pendapalan <liln
Belanja .Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten 1'apin 'l'ahttn
2014 Nornor l2), - .

37.

38.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
semula berjumiah Rp. 1.265.232.392.480,00 bertambah Rp.
148.517 .92O.264,72 sehingga menjadi Rp. 1.413.750 .31'2.744,72
dengan rincian sebagai berikut :

39.

40



a

1. Pendapatan :

a. Semula

b. Bertambah / (berkurang)

Jurrlah Pendapatan
setelah perubahan

Belanja Daerah :

1. Semula

2 . Bertambah I (berkurang)

Jumiah Belanja
setelah perubahan

Su rplu s/ (Defisit)
setelakr perubahal

Pembravaan :

zr- Penerimaan :

1) Semu ja

2 ) I3ertambah/ (berkurang)

.jumlah penerimaa:-r
setelah perubahan

b. Pengeluaran :

.[) Sernuia

2) f3erlambah,/ (bcrkurzrng)

" 
I tLrnlah pengelu ar:an
setelah perubahan

.iumlah Pembiavaan
neto setelah perubahan

Rp" 1.036.551"23.5,862,00

Rp. 1.2 i5.189.673. I li I ,75

Rp. 1.'2+6.63q.593.678,00

Rp. _ 144.877 "565.272{0
Rp.

Rp. (176.327.4u5.823,211)

Rp. 228.681. r 56.h I8,00

Rp" (30. t20.s17"005.031

Rp. 198.560.63c) "61'.2,97

Rp. i8.592"7q8.rt02,00

Rp. .J03.22().573,81.)

Bp-__ I 8.894).021..175,8(,1

Rp-___ 1 79.6j4.6 I t lJ7-W

Z.

,]
.)

(1)

Sisa Lebih Pembiayaan Rp.
Anggaran Tahun Berken aan

Pasal 2

Pendapatan Daerah seba.gaimana
terdiri dzrri .

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

1). Semula

2 ). Bertamhah I (berkurang)

.lumlah Pendapatan Asli I)aerakr
setelah perubahan

3.337 128 -t r3.83

dimaksud clalam l)ersal i

Rp. 51.378.862.33!),00

Rp. t)

Rp" 60.vbv.706.763,0o



2). E'';rtarnbah/(berkr-rrang) -7-5

Jumlah Dana Perimbangan Rp. 984.678.7A5.830,75
Seteliah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

b. Dana Perimbangan :

1). Semula

1). Semula

2 ). L3ert ambahr I (berkurang)

Jumlah Lain-lain
Pendapatal Daerah
yang sah setelah Perubahal

a. Pendapatan Palak Daerah :

1)" Siemula

2 ). Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan

b. I-Jasil Retribusi Daerah :

1 l. Semula

21 . Br'' tambah /.(berkurang)

.Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan

1 ). Sernula

2\ B,rrtambah I (berku rang)

.Jumlah Flasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
rlipisahkan setelah Perubahan

Rp. 827.65 1.233 48(r,0()

Rp" 1 57.521, I 40.037,00

-q0*

Rp. 1b9.743.2Sti. 538,00

Rp. 10. I51.000,000,00

Rp. ).232-.400.000.Q0

Rp. 12.383.400.000,00

Rp. 3.05 L-l32"98+,(X)

Rp. 3.266..132"984.0()

Rp. 4.73CI.+)9.355.00

Rp. r 589-04Q.(r5Z.0o

Rp" 6.319.'470.012,0()

(21 Pendapatan Asii Daerah sebagaimala dirnaksuci pada avat (1)

huruf a -erdiri dari jenis pendapatan :

C. Hasil Pengeiolaan Kekayaan Daet'elh yang rlipiszrhkart

cl. I.ain-lain Pendapatan Asii Daerah t'aug sah :

1). S<;mula Rp 33-'+46.000'000'()0

1)). Rertarnbah / (herkurang)

.Jurrtah Lain-lain
Pendapatan Asli l)aeratr
ya.ng sah setelah Perubahan

Itp. 1i8.798 4Oi\.767 ,Oo

_()_
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada aval (tl hurul'
b terdiri dari jenis pendapatan :

a. tsagi Hasil

1 ). Semula

PajaklBagi lJasil Ffukarr Paiak :

2 ) . i:)ertarnbah I (berkurang)

Jumlatr Bagi Hasit Pajakl
Ragi Hasil Bukan Pa.jak
setelah perubahan

tr. Dana Alol<asi Umtitl :

1). Semuia

2). I3ertambah I ( berkurang)

Jr.rmlah Dana Alokasi Umum
setelr ir perubahan

(:. f)ana Aiokasi Ktrusus :

11. Sernula

2) . Bertamb'ah I (berkurang)

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah perubahan

Rp. 41'+.358.027.(X)0,0O

EB-- - - 
OJLQ

Rp. 414.358.027.000,00

d. Dala Alokasi Khusus Tambahan lJsulan l)aerah .yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Ra1'7at Republik Indonesitr
(DPri Rr) :

lJ. Sernula Rp. 0,00

2)" t3ertambahl(berkurang) Rp. _95J39-9O0-q0_9JXl

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp, 95.739"900.00{J,00
Tambahan Usulal Daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI)setelah perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah .yang sah sebagaimanil tlitlai<sutl
pada ayat (1) huruf c terdiri dari-jenis pendapat.an :

a. Pc'nciapatal Hibah :

1). Ser,ruia

2) . Bertambah/ (trerkurang)

.Jumlah Pendapatan Hibah
sel.elatr pembahan

Rp. :76'2.67 0.756.48(r,00

Rp-

I{p. 42:1.958.32c) "t}llO,75

Rp. 50 "622.450.000,00
Rp, _-- --- -----Q-Lo-
Rp. 50.6'22"450.000,00

Rp. 5.000.000 000,00

Rp. -- ---lLQQ
Rp. 5.000.000.000,00



- l1

Jumlah l)ana Pen.yesuaial tif;. 69.+5.;. i ()4.t)ti!,(,('

Otonomi Khusus setelah perubahiln

d. I)ana Desa yang bersttmber pada Anggarnn Penrlirpatitn detrt

Flela,.rja Negara (APRN) :

1). liemula

2) . l:3ertambah I (berl<urang)

Jumlah Dana Desa .\ran8,
Tambahan Usulan Daerah Yang
Elersumber padLl Ang5laran
Penclapatan dan Belanf a Negara-
(APBN) setelah perubahan

b. L)ana Bagi i{asil Pajak dari
lainnya :

1). Semula

2). t3ertambah I (hrerkurrang)

.Jirrr.lah Dana Bagi Hasil Patak
clari Irrovinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya setelah perubaharr

c. Dana Penyesuaian Otonomi Khltsus :

1). Semula

2 ). ESertambah I ( berkurang)

ir.. I3elanja Tidak l,angsung :

1). Semula

2i. l3ertambah I (berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan

tr. Belanja Langsung :

1j. Su'rtula

2 1 . B,:rtambah I (berkurang)

.J umlah Belanja Langsung
Sete:lah perubahan

Provinsi dan Pemerintarh ]):rertlh

Rp. 7s.886.030.000'00

Rp. _-1l
Rp. ()L.2?,1.4:37 538,00

Rp. 69"647.564.000.00

Rn. (1!13.800.000.0Q-J

Rp. b.c)87.54b.0:17.(X)

RIr. 27,020.5I l.()(8,Q0

R,r-. :14 O08.058.(l(X),Oo

Rp" 533,060.:386.838,00

Rp. 558, I iI1,298.801,00

Rp. 7 i:1,57e.21)b.S4[.],t)U

Rp. I lq.82a=OEJ.3 1lPO

Rp. 833"403.860. I 54,00

Pasal 3

(1) Belanja Daeratr sebagaimana climaksr,rd dalam t'asal 1 terrlirr
dari :



t?-

(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat. (J )

huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) . Semula

2). I3ertambah I (berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan

b, []elania Hibah :

1 ). Semula

2 ) . i3ertarnbah I (berkurang)

Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan

c. Belar4a Bantuan Sosial :

1 ). Semula

2 ) . IsertambaJ't I ( berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah peru bahan

Rp. 428.180.942,'+51,00

Rp"

Rp. 4'25.567.562.451,00

Rp. 14.026.600.000,00

RB- 645.780"000.00

Rp. 14.67'2.380.000,00

Itp. 3.58(r.200.000,00

Rp. 
--p-04Rp. 3.586.200.000,00

cl. Flelei.nja Bagi tjlasil kepada I'rovinsi/Kallupaten/Ktlltr clart

Pcmerintah Desa :

Rp. 1.060"000.()00,00

Rp. _ _ -AJl!Itp, 1.0(;0,000.000,00

Pernerint.ah Desa setelah perltbahan

e . Belanja l3anttian Keuangau kcpadzr l)rovinsi./
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, rlan Fartai Politil< :

1). Semuia Rp. 1t5.206.6i+4.:i87,00

2), Bertambahl(berkurang) Rp. 27.020.5.i 1.96JJ)0

Jr-rmlah Bantuan Keuangan Rp" 1.72.227. t56"350,00
kepada Provinsi / Kabupate n f Kota,
Pemerintah Desa dan Partai Politik
setelah perubahan

f. Belanja Tidak Terduga :

1 ). Semula Rp. 1.000"000.000,00

2). Bertambahl(berkurang) Rp. 
---Q.-00

Jumlah Belanja Tidak Tercluga Rp. 1.000.000.000,01)
setetah perutrahan

I ). SemLrla

2) . Fiertambah I (berkurang)

.Jumlah Bagi Hasil kepada
Pro'nnsi/ Kabupaten / Kota dan
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(3) I3elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada aliat (l) hurut' h

t.erdiri dari jenis belanja :

Er. tselanja Pegawai :

1). Semula RP. 28'554'254' 100,00

2). R,:rtambahl(berkurang) Rp. 4.7:]8'122'274,OO

.Jumlah Belanja Pegawai Rp. 33.2c)2.376.:374,00
setelah perubahan

b" Relzurja Barang dan Jasa .

1). Semula

2). Rertambah/ (berkurang)

Jumlah Belania Barang dan Jasa
setelah perubahan

c" Belania Modal :

1). Semu1a

2), l3ertambah / (berkurang)

.Jurnlah Belanja Modal
setelah perubahan

Rp. 264.7AO. i 50.078,00

Rp. 287.023.869.i85,00

Rp. 42O.324.802"6b2'00

Bp- 92.762.811.933,00

Rp. 5 13.087 .614.595,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daeratr sebagaimana dirnaksud dalam l)asal
terdiri clari :

a. Penerimaan Pembiayaan
Itp. I -98.560.639.6 12,97 .

1). Semula

2 ). tsertamball / (berkurang)

.Jrtmlah Penerimaan
setelah perubahan

b. Pengeluaran se.jumiah itP.

1). Semula

2). Bertamhah I ( berkurang)

Jurniah Pengeluaran
Seteiah perubahan

Daerah sejumleih

Rp. '228.68 1 156.6 18,00

Rp t30.120.5 17.QQj}-Qa

Rp. 198.560.63().612.97

18.896.025.375,89 :

Rp. 18.592.7q8.802,O0

Itp.

Rp. 18"896.025.375,89
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(2\ penerirrraan PemLriayaan I)aerah sebagaimaner clrtnaksttcl parda

ayat (1) huruf a terdiri dari ienis pemhia-yaan :

at. Sii,I'}A tahul-t allgflaran sebelutnnt'tr st'lutmlalt
Rp. 1 94.960.63q.6 12,97',

i ). iiemuia

12 ) " L3ertambah / ( berkurang)

..Iurnlah SiLPA tahun ang{Iarr}r)
sr-'1clah perubahan

Rp. 225.08 1 I 56 (r I8,00

Rp. 194.960.tt Ii9.(r 12'97

Ir. Penerimaatr Pinjarnatt l)aerah si'lr..rmlal-r

Rp. 2.600.000.000,(X)

Rp. _ __1100

Rp. 2^600.o0o.000'00

c. Penerimaan atas Investasi/Penyertaalu Modai se'jumlcrtt

P-p. 1.000.000.000,00

Ro. --A-og
Rp. 1.000.000 000'00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksr-ld pada

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiavaan ;

a. penvertaan Mod.al (investasi) Pemerintah l)aerah sejlrmlah
Rp 15.000.000.000,00 :

1 ). Sernula

'2). Bertambalrl / (berkurang)

.lumlah Penyertaan Mocial
(invest-asi) Pemerintah Daerah
setelah pembahan

Rp. 15.000 000.000,00

tr. Pembayaran Pokok Utang seiumlah Rp' i .29t '{)'25''175,89 :

1). Semuia RP t)92'798'802,00

2). Bcrl.ambah/(berkurang) I{p" 
-- 

303'2')651-3-89

Jumlah Pembayaran Pokok utangRp. 1.296.025.:175,8(-)
setelah perubahan

Rp. 2,600.000.000,00 :

1). Sernuia

2). Bertambahi (berkurang)

Jumlah Penerimaan Pin-iaman
Daer:ah setelah Perubahan

Rp. 1.000.000.000,00 :

I i Qamrrla1, . ua/a^a uaq

2). Bertambah I (berkurang)

.Jumlah Penerimaan atas
Investasi / Penyertaan Modal
setelah pembahan

Rp. 15.000.000.(J00,00

Rp. , 

-----QJ)O
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c. Pemberian Piniaman Daerah

i ). Semula

2 ) . Bertambah I (berkurang)

Jumiah Pemberiam Pinjamart
Daerah setelah perubahan

sejurnlah Rp" 2 "600.000.000,00
Rp" 2,600.000.000,00

Rp. 
--- 

o'oo

Rp. 2.600.000.o00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatar: datr t3elania

Daerah sebagaimara.dimaksud clalam Irasal l, tercant.utl rlalarr
Lampiran yai.g merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan l)aerah ini, yzul'g terdiri dari :

1. Lampiran I

) I amniron Tl

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

? I nm^i n,.- TIT
v, u(lrlr/ri (4r rtr

7. Lampiran vll Da-ftar kegiatzur-kegiatan tahun anggalan
sebelumnya yang belum riiselesaikan rlan
dianggarkan dalam tahun anggaran ini:

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Dzrerah;

Pasal 6

Ketentuan ,cbih laniut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaral 2015 diatur
-l ^"^ ^-..^ T-)aer.*rr rna Qrrnnf-i

Ringkasan Perubahan Anggarall Pendatrreltatn clz'rtl

Relania L)aerah (APBD) ;

I)i n rrlro c.r n Derr r l-ro lr o r 6 n rro-'r Pr r-l D| n rl'-r t::': 1 lln ti :tt Il
-,.-'-.: i.;..-:: ; -:;:Dii;;:

tlelanja Daerah (APBD) t.nenurul [ ]rttsan
Pemerintahan Daeralr clan Orgnnisasi Sal uan
Ker.1a Perangkat Daerah (SKPD),

I?ir.':i:u: Pcr'-lbll'.en,\nggernll lrt:n<11:p(.'ll|ll'l <11Ir:

I3elanja Dnerah--- -(APEID) rnenurut Urusan
Pemeiintahan Daerah, Organisasi Satttari Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Pendapatarl, F3elzrnjer

dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menLtrul
Urusan Pemerintahan Daerah, (Jrganisasi

Satuan Keria Perangkat l)aerah (SKPD), Prograui
dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belania llaerah Untutk
Keselarasan dan Keterpaduzrn Urusan
Pemerintahan Daerah dan FtLngsi dalam
Keralgka Pengeloiaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Ciolongan
dal Per Jabatan;
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Pasal 7

Peratural Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliunclangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund?Ingan
peraturan paeraf, ini dengan penempatannya clalam I-embaran

Daerah KabuPaten TaPin.

Ditetapkan cli l{antau
gp;al '29 Oktober 201 5

Diundangkan di Flantau
pacla talggal 29 0ktober 2015

DAERAH I(ABUPATEN TAPIN,

LEMBARAN DAEII?AI I KABUPATL]N 'I'APIN 'IA} IUN 20 I5 NOMOII I I

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN . (1361201s)
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